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Pasal 31 KUHAP menetapkan penangguhan penahanan adalah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum
batas waktu penahanannya berakhir. Penangguhan penahanan ini diberikan oleh hakim atas permohonan terdakwa. Pengadilan
Negeri Lhokseumawe merupakan sebuauh lembaga peradilan tempat pelaksanaan proses persidangan, terkait dengan hal
penangguhan penahanan di Pengadilan Negeri Lhokseumawe masih terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya.
Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penangguhan penahanan dengan jaminan di
Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan menjelaskan pertimbangan yang dipergunakan hakim dalam mengabulkan atau menolak
permohonan penangguhan penahanan dengan jaminan dari terdakwa.
Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian
kepustakaan dilakukan dengan mempelajari serta menganalisa KUHAP, peraturan perundang-undangan, buku, tulisan ilmiah, dan
literatur-literatur yang di unduh dari internet dan penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan.
Berdasarkan hasil penelitian dari penulisan skripsi ini diketahui bahwa pelaksanaan penangguhan penahanan di Pengadilan Negeri
Lhokseumawe terdapat hambatan-hambatan seperti terdakwa tidak mampu membayar uang jaminan, tidak melakukan pelaporan
secara rutin dan terdakwa sering tidak menghadiri persidangan dengan berbagai alasan. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan
atau menolak permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh terdakwa seperti tidak melarikan diri, tidak menghilangkan
barang bukti, tidak mengulangi perbuatannya, tidak mempersulit persidangan, sanggup hadir untuk kebutuhan pemeriksaan, sebagai
tulang punggung keluarga dan juga pertimbangan karena kapasitas RUTAN penuh.
Disarankan kepada hakim dalam menerima atau menolak permohonan harus lebih selektif dalam melihat permohonan yang
diajukan terdakwa agar tidak terjadinya hambatan-hambatan yang dapat menghambat proses persidangan dan hakim harus lebih
fleksibel, tidak hanya megacu pada peraturan perundang-undangan saja dalam memberikan pertimbangan menerima atau menolak
permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh terdakwa.
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